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Menimbang

Mengingat

. a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri, disebutkan bahwa “Setiap Instansi
Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban
kerja”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Hasil Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kota Probolinggo dengan Keputusan Walikota;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan = Peraturan  Perundang-Undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 483);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5;

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS

JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.



Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan hasil rekapitulasi
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Perangkat Daerah
antara lain sebagai berikut :

Sekretariat Daerah;
Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

oo o op

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

R o

Dinas Komunikasi dan Informatika;

e

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

j- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 4
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan sebagai pedoman dalam :
a. penyusunan dan penetapan jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara; dan
b. penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan
pendidikan, indikator kinerja pegawai, penyusunan sasaran kerja, penetapan

standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan.

Pasal 5
Hasil dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tertuang dalam dokumen tersendiri.

Pasal 6
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kelembagaan dan kebutuhan Perangkat

Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




